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Menimbang : a. bahw a u n tu k  m eningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna 
pem ungutan Pajak Reklame berdasarkan  Peraturan  Daerah Kota 
Balikpapan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame, m aka 
perlu d ia tu r Petunjuk Pelaksanaan Pem ungutan Pajak Reklame;

b. bahw a u n tu k  m aksud tersebut h u ru f a, perlu ditetapkan dengan 
P eraturan  Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pem bentukan 
D aerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 42, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3686) sebagaim ana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 129, Tam bahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang  Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pem bentukan 
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tam bahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang  Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jaw ab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tam bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang  Pem erintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaim ana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pem erintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tam bahan Lembaran Negara Nomor 4844);



� ��

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang  Pajak D aerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049);

9. Peraturan  Pem erintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara 
Pem eriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tam bahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3339);

10. Peraturan  Pem erintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Penyitaan dalam  rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, 
Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

11. Peraturan  Pem erintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan Secara 
Lelang dalam  rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, 
Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);

12. Peraturan  Pem erintah Nomor 14 Tahun 2005 ten tang  Tata Cara 
Penghapusan Piutang N egara/D aerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tam bahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4488);

13. Peraturan  Pem erintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan D aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578);

14. Peraturan  Pem erintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
U rusan  Pem erintah an Antara Pemerintah, Pem erintah an Daerah 
Provinsi, dan Pem erintah an  Daerah K abupaten/K ota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tam bahan 
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4737);

15. Peraturan  Pem erintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pem anfaatan Insentif Pem ungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 119, Tam bahan Lembaran Republik Indonesia Negara 
Nomor 5161);

16. Peraturan  Pem erintah Nomor 91 Tahun 2010 ten tang  Jen is Pajak 
D aerah Yang Dipungut B erdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau 
Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tam bahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5179);

17. Peraturan  Presiden Nomor 1 Tahun 2007 ten tang  Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan  Perundang- 
undangan;

18. Peraturan  Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang 
O rganisasi dan Tata Keija Dinas D aerah (Lembaran Daerah Kota 
Balikpapan Tahun 2008 Nomor 17 Seri D);

19. Peraturan  D aerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2010 tentang 
Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 
Nomor 7 Seri B, Tam bahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan 
Nomor 4);
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12. Reklame Neon Box adalah reklame yang diselenggarakan berupa 
gam bar, lukisan a tau  tulisan pada ko tak /box  rangka besi, 
a lum unium  atau  sejenisnya dengan te rtu tu p  m enggunakan bahan 
plastik, fiberglas, dicat a tau  bahan  jad i dari jen is v inil/p lastik  tebal 
a tau  sejenisnya, serta diberi penerangan lam pu pada bagian dalam 
kotak /box  yang pem asangannya tidak m enggunakan konstruksi 
secara k h u su s  atau  ditempelkan pada dinding baik sejajar, 
m elintang a tau  menyilang jalan.

13. Reklame Neon Sign adalah reklame yang diselenggarakan berupa 
gam bar, lukisan atau  tulisan dari bahan  lam pu neon sign (lampu 
neon kecil berwarna) yang dipasang pada pap an /b o ard  dengan 
rangka dan p lat besi, alum unium  dicat serta  pem asangannya tidak 
m enggunakan konstruksi secara k h u su s  a tau  ditempelkan pada 
dinding baik sejajar, melintang a tau  menyilang jalan.

14. Reklame Baliho adalah reklame yang diselenggarakan berupa 
gam bar/luk isan  d a n /a ta u  tulisan yang terdiri dari bahan  kain, 
plastik  disablon, papan, triplek, fiberglass, dan bahan  lainnya yang 
sejenis u n tu k  kegiatan tertentu  dengan perletakan/penem patannya 
m enggunakan rangka/board  besi, a lum unium  di la s/riv e t/b o u t 
a tau  kayu /bam bu  diikat kaw at a tau  tali dan bersifat tidak 
perm anen.

15. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan berupa 
gam bar, lukisan d a n /a ta u  tu lisan dengan m enggunakan bahan 
kain, term asuk  kertas, plastik, karet a tau  bahan  lainnya yang 
sejenis dengan itu, yang dipasang dengan cara digantungkan 
horizontal/vertikal dengan m enggunakan tali pengikat d a n /a ta u  
m em akai tiang besi/bam bu.

16. Reklame M elekat/Poster/S tiker adalah reklame yang 
diselenggarakan berupa gambar, lukisan d a n /a ta u  tulisan 
berbentuk  lem baran lepas di sablon a tau  dicetak/offset, dengan 
cara  disebarkan, ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau 
digantungkan pada suatu  benda.

17. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lem baran lepas, 
diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau  dapat 
dim inta dengan tidak u n tu k  ditempelkan, dilekatkan, dipasang, 
digantungkan pada suatu  benda lain.

18. Reklame B eijalan /kendaraan  adalah reklame yang ditem patkan 
a tau  ditem pelkan pada kendaraan berm otor berupa gambar, 
lukisan d a n /a ta u  tulisan.

19. Reklame Suara  adalah reklame yang diselenggarakan dengan 
m enggunakan kata-kata  yang diucapkan a tau  dengan suara  yang 
ditim bulkan dari a tau  oleh peran tara  alat.

2 0 . Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara  
dengan m enggunakan gas, laser, pesaw at u d ara  a tau  alat lain yang 
sejenis.

21. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan berupa 
gam bar, lukisan d a n /a ta u  tu lisan dengan cara disebarkan atau 
dipasang pada suatu  a la t/b en d a  yang diletakkan di atas 
perm ukaan air.

2 2 . Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan 
cara m enggunakan klise berupa kaca a tau  film a tau  bahan-bahan 
yang sejenis, sebagai alat u n tu k  diproyeksikan d a n /a ta u  
dipancarkan pada layar a tau  benda lain di dalam  ruangan.
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BAB II

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

P a sa l2

(1) D ata Wajib Pajak diperoleh melalui kegiatan pendaftaran dan 
pendataan  terhadap objek dan subjek pajak dengan m enggunakan 
SPOPD.

(2) Wajib Pajak setelah m enerim a SPOPD wajib mengisi secara benar, 
jelas, lengkap, ditandatangani dan disam paikan ke Bidang 
Pendataan dan Pendaftaran, paling lam bat 15 (lima belas) hari 
sebelum  penyelenggaraan reklame, kecuali d iten tukan lain dengan 
m elam pirkan:
a. Fotocopy identitas d iri/penanggung jaw ab/penerim a kuasa  

(KTP, SIM, paspor);

b. Fotocopy Akte pendirian perusahaan;

c. S urat perjanjian kontrak pem buatan  d a n /a ta u  pem asangan 
reklame, apabila diselenggarakan pihak ketiga.

(3) Apabila batas waktu penyam paian SPOPD ja tu h  pada hari libur, 
m aka ba tas w aktu penyam paian SPOPD ja tu h  pada 1 (satu) hari 
keija  berikutnya.

(4) SPOPD dianggap tidak disam paikan apabila tidak ditandatangani 
oleh Wajib Pajak dan tidak dilam pirkan keterangan a tau  dokum en 
sebagaim ana dim aksud pada ayat (2).

(5) Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran m encatat formulir 
SPOPD yang telah disam paikan Wajib Pajak dalam  Daftar Induk 
Wajib Pajak berdasarkan  Nomor U rut yang digunakan sebagai 
dasar m enerbitkan NPWPD.

(6) Apabila Wajib Pajak tidak m elaksanakan kewajiban sebagaim ana 
dim aksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pendapatan Daerah 
m enerbitkan NPWPD secara jabatan .

P a sa l3

(1) W alikota a tau  pejabat yang d itunjuk  a tas  perm ohonan Wajib Pajak 
dapat m em berikan perpanjangan jangka w aktu penyam paian 
SPOPD paling lam a 5 (lima) hari keija.

(2) Perm ohonan perpanjangan penyam paian SPOPD sebagaim ana 
dim aksud pada ayat (1) diajukan secara tertu lis disertai alasan 
yang jelas sebelum berakhirnya batas w aktu penyam paian 
sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 2 ayat (2).

P a sa l4

(1) Setiap penyelenggaraan reklame Spanduk, Umbul-Umbul, Banner 
dan  sejenisnya, wajib dilaporkan oleh Wajib Pajak kepada Dinas 
Pendapatan Daerah sebelum pem asangan dilakukan. 2

(2) K eabsahan pem asangan reklame Spanduk, Umbul-Umbul, Banner 
dan  sejenisnya ditandai dengan pem berian stem pel/cap  oleh Dinas 
Pendapatan Daerah yang berlaku sebagai bukti lunas pajak.
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BAB III

NILAI SEWA REKLAME 

Bagian Kesatu 

Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 5

D asar pengenaan pajak adalah NSR.

NSR sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) d iten tukan berdasarkan 
indikator:
a. NSL;
b. U k u ran /S a tu an  Media Reklame;
c. Jan g k a  Waktu;
d. Harga Satuan  Reklame.

NSL sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) h u ru f a, ditentukan 
berdasarkan  indikator:
a. Nilai Kawasan;
b. Nilai Sudut Pandang;
c. Nilai Lebar Jalan ;
d. Nilai Ketinggian.

Penetapan besarnya Indeks m asing-m asing Indikator NSL, 
dinyatakan ke dalam  bentuk  Tabel yang tercantum  dalam  Lampiran 
I Peraturan  Walikota ini.

U k u ran /S a tu an  Media Reklame sebagaim ana dim aksud pada ayat 
(2) h u ru f b d iukur dari luas reklame yang dipasang per M2 (meter 
persegi).

Jan g k a  w aktu sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) h u ru f c, diukur 
dari lam anya penyelenggaraan reklame.

Harga Satuan  Reklame dim aksud pada ayat (2) h u ru f d, d iukur 
berdasarkan  biaya pem buatan, pem asangan dan pem eliharaan 
reklame.

U k u ran /S a tu an  Media Reklame, Jangka  W aktu dan Harga Satuan 
Reklame sebagaim ana dim aksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), 
tercantum  dalam  Lampiran II Peraturan  W alikota ini.

P a sa l6

Indikator penentu  Nilai Kawasan sebagaim ana dim aksud dalam 
Pasal 5 ayat (3) h u ru f a, d iukur dari klasifikasi Kelas Ja lan  sesuai 
tingkat strategis dan komersial peletakan reklame dan diberi bobot 
30% (tiga pu luh  persen), yang dirinci sebagai berikut:
a. Klasifikasi Utama;
b. Klsifikasi A;
c. Klasifikasi B;
d. Klasifikasi C;
e. Klasifikasi D;
f. Klasifikasi E.

Indikator penentu  Nilai Sudut Pandang sebagaim ana dim aksud 
dalam  Pasal 5 ayat (3) h u ru f b, d iukur dari jum lah  persim pangan 
dan arah  ja lan  peletakan reklame dan diberi bobot 30% (tiga puluh 
persen), dengan ketentuan  sebagai berikut:
a. S udut pandang 5
b. S udut pandang 4
c. S udut pandang 3
d. Ja lan  2 arah
e. Ja lan  1 arah

score 10; 
score 8; 
score 6; 
score 4; 
score 2.
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